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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4SEMA No. 4 Tahun 2010)yang
menjadi panduan bagi hakim untuk mengidentifikasi apakah seseorang merupakan pengguna narkotika dan
memiliki kebutuhan untuk direhabilitasi. Hingga tahun 2015, tidak pernah ada dokumentasi mengenai
pelaksanaan dari SEMA No. 4 Tahun 2010. Oleh karenatu, LBH Masyarakat berinisiatif untuk mengisi
kekosongan tersebut dengan melakukan penelitian mengenai implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010.

Untuk melihat implementasi dari SEMA No. 4 Tahun 2010 ini, peneliti menggunakan metode penelitian
empiris dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti mengumpulkan putusan di 9 (sembilan) pengadilan negeri di

wilayah Jabodetabek yang diputus sepanjang tahun 2014, dan diunduh di website resmi Mahkamah Agung.
Kriteria putusan yang diunduh adalah putusan tersebut memiliki barang bukti di bawah ambang batas jumlah
narkotika yang telah ditetapkan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010. Dari putusan yang telah diunduh, peneliti akan
melihat apakah putusan-putusan tersebut memenuhi semua kriteria seperti yang ditentukan oleh SEMA No.
4 Tahun 2010 yaitu: barang bukti dibawah ambang batas jumlah maksimum narkotika; tertangkap tangan;

positif menggunakan narkotika yang dibuktikan melalui tes urine; dan hasil asesmen medis dari dokter
jiwa/psikiater. Kriteria terlibat dalam peredaran gelap narkotik a tidak peneliti sertakan karena bias dan tidak
bisa diukur.

Peneliti berhasil mengumpulkan 522 putusan di tingkat pengadilan negeri kasus narkotika dengan barang
bukti dibawah ambang batas jumlah maksimal narkotika. Namun, hanya 28 putusan yang memenuhisemua
kriteria SEMA No. 4 Tahun 2010 atau sebesar 5,36%. Dua puluh dari 28 putusan kasus narkotika mendapatkan
putusan rehabilitasi atau sebesar 71,43%, sedangkan 8 putusan lainnya mendapatkan pidana penjara. Selain
itu, diperoleh data bahwa terdapat 23 putusan mendapatkan vonis rehabilitasi walaupun tidak memenuhi
semua kriteria SEMA No. 4 Tahun 2010.

Persentase vonis rehabilitasi diantara putusan yang memenuhi semua kriteria SEMA No. 4 Tahun 2010 cukup
tinggi. Hal ini mengimplikasikan bahwa jika suatu kasus tindak pidana narkotika bisa memenuhi semua kriteria
yang ditetapkan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010, maka kemungkinan kasus tersebut mendapatkan putusan
rehabilitasi akan semakin besar. Tetapi, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa cukup mudah
mendapatkan putusan rehabilitasi: hanya 5,36% kasusyang memenuhi semua kriteria SEMA No. 4 Tahun
2010 sedangkan kasus yang mendapat putusan rehabilitasi lebih sedikit lagi yaitu hanya 20 kasus atau 3,83%
Satu-satunya kriteria yang bisa dihadirkan oleh terdakwa adalah asesmen medis dari dokter jiwa/psikiater
sedangkan kriteria lainnya tidak bisa dikontrol yaitu tertangkap tangan dan tes urine yang berada dalam
kewenangan polisi. Ambang batas jumlah maksimum narkotika juga memiliki permasalahan tersendiri karena
mungkin saja seorang pengguna narkotika membutuhkan dosis narkotika yang melebihi ambang batas
tersebut. Hal ini dikarenakan gramatur narkotika yang tercantum dalam SEMA diasumsikan sebagai dosis
harian penggunaan narkotika. Pada prakteknya, dosis p@aggunaan narkotika masing-masing pengguna
berbeda satu sama lain. Beberapa pengguna narkotika memiliki dosis harian di atas gramatur yang
ditentukan . Walaupun demikian, penelitian ini berkesimpulan bahwa penting untuk memenuhi semua kriteria
SEMA No. 4 Talin 2010 terutama asesmen medis dari dokter jiwa/psikiater karena akan memperbesar
kemungkinan seseorang mendapatkan vonis rehabilitasi.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Ide untuk membuat laporan dengan judul Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di
Jabodetabek Tahun 2014tercetus pada awal tahun 2015. Ide ini muncul karena LBH Masyarakat seringkali
menangani dan mendengar langsung banyaknya pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum dan
akhirnya mendapat putusan penjara, bukan rehabilitasi. Namun, tidak pernah ada data riil jumlah pengguna
narkotika yang dipenjara atau rehabilitasi. Oleh karena itu, muncullah ide membuat sebuah penelitan, untuk
melihat secara kuantitatif putusan yang didapatkan oleh pengguna narkotika pada umumnya.

Penyusunan kporan ini tidak mungkin selesai tanpa keterlibatan banyak pihak. Tim penulis menghaturkan
terima kasih kepada Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, karena telah dengan sabar membimbing
penulis untuk menyelesaikan tulisan dengan baik. Terima kasih juga nulis ucapkan kepada Ajeng Larasati
selaku Koordinator Program, Riset dan Komunikasi LBH Masyarakat. Terima kasih atas bimbingan dan
dorongan penuh semangat tanpa henti kepada penulis.

Tak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesatbesarnya kepada tim pengumpul data putusan:
Rodliyathun Mardliyyah yang sedang menjalani hari-hari sebagai calon ibu, dan Quinissa Putrirezhy yang
selalu tekun dan peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Mengumpulkan data adalah pekerjaan yang
melelahkan dan membutuhkan kesabaran dan ketelitian, laporan ini tak kan ada tanpa kerja keras kalian.

Terakhir, kepada seluruh staf LBH Masyarakat, terima kasih atas dukungan, semangat dan bimbingan yang

diberikan kepada tim penulis. Butuh waktu hampir 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan laporan ini. Laporan
ini adalah buah kerja keras kita bersama.

Jakarta, Maret 2016
Tim Penulis
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadilan Negeri di seluruh wilayah di Indonesia berwenang mengadili berbagai perkara pidana salah
satunya adalahperkara narkotika yang diklasifikasikan sebagai perkara pidana khusus Berdasarkan laporan
tahunan Mahkamah Agung selama periode 2010-2014, jumlah kasus narkotika yang diterima Mahkamah
Agung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010, jumlah perkara pidana khusus
narkotika (untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali) yang terdaftar di Mahkamah Agung adalah
sebanyak 512 perkara atau 16,67% dari total 3.072 perkara .2 Perkara narkotika yang Mahkamah Agung
terima dan adili (untuk tingkat kasasi d an peninjauan kembali) mengalami peningkatan yang
signifikan di tahun 2014 yaitu sebanyak 792 perkara atau 29,11% dari total 2.721 perkara 2 Artinya,
jumlah perkara narkotika tersebut mengalami kenaikan sekitar 55%

Pada tahun 2010, perkara pidana narkotka merupakan perkara dengan jumlah ketiga terbanyak setelah
korupsi dan perlindungan anak. Namun, di tahun 2014 perkara pidana narkotika merupakan perkara
terbanyak dibandingkan dengan perkara pidana khusus lainnya . Jika dibandingkan denganjumlah tindak
pidana tertinggi untuk pidana umum yaitu tindak pidana penganiayaan dengan jumlah kasus sebanyak 317
kasus kasus narkotika tetap merupakan kasus terbanyak yang diterima oleh Mahkamah Agung®

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mewajibkan rehabilitasi bagi
pengguna narkotika.> Namun UU Narkotika secara kontradiktif juga memberikan hukuman penjara bagi
pecandu narkotika. Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika terlihat dalam BAB XV Ketentuan Pidana yang
diatur dalam UU Narkotika yang menjerat pelaku dalam semua perbuatan seperti memiliki, menguasai,
menyimpan, jual beli dan lain sebagainya yang memberikan pelaku hukuman penjara bukan rehabilitasi®
Namun hingga saat ini tidak ada data mengenai persentase terdakwa kasws narkotika yang mendapatkan
vonis penjara ataupun rehabilitasi.

Menurut data tahun 2014, mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia diisi oleh
narapidana narkotika yaitu sebesar 56.326 orang atau 92,39% dari 60.961 narapidana tindak pidana
khusus.”® Angka ini jauh lebih besar daripada tindak pidana khusus lainnya yaitu korupsi sebanyak 3.290
narapidana, illegal logging sebanyak 703 narapidana, dan seterusnya. Menurut data perbandingan antara
penghuni dan kapasitas hunian tahun 2014, lapas/rutan sudah kekurangan kapasitas sebanyak 53.841
orang.’ Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah narapidana narkotika yang begitu

1 Perkara pidana khusus adalah perkaraperkara yang pengaturan tindak pidananya diatur dalam undang-undang
tersendiri di luar KUHP seperti korupsi, narkotika/psikotropika, kehutanan, perlindungan anak, lingkungan, dan lain
sebagainya. (Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Taha 2010, Februari 2011, him. 83)

2 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010, Februari 2011, him. 780.

3 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, Maret 2@5, him. 40 dan 60.

4 1bid., him. 37.

5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

8 Ibid., Pasal 111148.

" Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2014, him. 48.

8 Tindak pidana khusus diantaranya adalah korupsi, terorisme, lllegal logging, perdagangan manusia, pencucian uang
dan genosida.

9 Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2014 tidak menyertakan data narapidana tindak pidana
umum sehingga tidak bisa disertakan dalam penulisan.

10 Op.at., him. 47.
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besar sedangkan tidak ada penambahan kapasitas di lapas/rutan, kekurangan kapasitas terjadi di lapas/rutan
hampir di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA 4/2010 yang menjadi panduan bagi para hakim untuk
menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA 4/2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan
rehabilitasi yaitu: 1) terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; 2) pada saat ter tangkap
tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA); 3) surat uji laboratorium

positif menggunakan narkotika; 4) surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan 5) tidak terbukti

terlibat dalam peredaran gelap narkotika . Berdasarkan SEMA tersebut, vonis rehabilitasi hanya dapat
dijatunkan apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, tidak ada data mengenai putusan yang
dijatuhkan terhadap pengguna narkotika sehingga efektifitas SEMA 4/2010 tidak bisa dianalisis.Oleh karena
itu, LBH Masyarakat berinisiatif untuk melakukan penelitan untuk melihat jenis dan pola putusan yang
diberikan hakim kepada terdakwa pengguna narkotika dan untuk menganalisis SEMA 4/2010.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, teréipat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
dalam putusan hakim terhadap perkara narkotika?

2. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
dalam peraturan perundang-undangan dalam mengikat hakim memutus perkara narkotika?

3. Faktor apa saja yang memengaruhi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi dalam perkara
narkotika?

4. Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,
Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembag Rehabilitasi berperan secara
efektif sebagai salah satu upaya untuk mendekriminalisasi pengguna narkotika?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empirical legal researchatau penelitian hukum empiris
yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian hukum empiris meneliti menggunakan eksperimen
dan observasi-daripada hanya sekedar teori yang bertujuan untuk mereformasi hukum atau pemerintahan
administrasi* Penelitian hukum empiris mempelajari institusi, peraturan, prosedur dan penegak hukum,
dengan dengan maksud untuk memahami cara kerja dan efek yang ditimbulkan dari hal-hal tersebut.*? Tujuan
dari penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah mencari pola putusan
rehabilitasi terhadap kasus narkotika di tingkat pengadilan negeri. Analisis statistik dilakukan setelah data
terkumpul dengan menggunakan perangkat lunak Statistical Package for Social SciencgSPSS).

Data yang dikumpulkan adalah  putusan hakim di tingkat pengadilan negeri di wilayah Jabodetabek
dengan total 9 (sembilan) pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri
Bogor, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

“Mirya Hol man, O0A (Brief) Introduction to Empirical Lego:

Research Support.
2)John Baldwin and Gwynn Dayvi, Ghapteo P mpPétar Caneaand Mk SushmetlhdOxbrd L a

Handbook of Legal StudiesOxford University Press, 2003, him. 886881.
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Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara

dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.  Wilayah ini dipilih sebagai sumber data karena provinsi DKI Jakarta
memiliki angka prevalensi pengguna narkotika tertingg i di seluruh Indonesia yaitu 4,73%?** Wilayah di sekitar
Jakarta yaitu Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor juga dipilih sebagai wilayah penelitian karena Jabodetabek
merupakan satu kawasan yang saling berhubungan secara ekonomi tidak terkecuali dalam hal peedaran
narkotika sehingga penting untuk melihat banyaknya kasus narkotika di wilayah-wilayah tersebut.

Peneliti membatasi pengumpulan data hanya kepada putusan yang putus pada tahun 2014. Putusan
diperoleh melalui website resmi Mahkamah Agung yaitu www.putusan.mahkamahagung.go.id Peneliti
menyadari bahwa tidak semua putusan diunggah ke website tersebut, namun karena keterbatasan sumber
daya dan waktu, maka peneliti memutuskan untuk melimitasi sumber data hanya dari website Mahkamah
Agung. Batas akhir pengunduhan putusan adalah pada tanggal 10 September 2015 dengan demikian
putusan yang diunggah setelah batas waktu tersebut tidak termasuk dalam objek penelitian kami. Kriteria
putusan yang diunduh adalah putusan yang memenuhi kriteria ambang batas narkotika Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan
Pecandu Narkotika. Ambang batas narkotika adalah jumlah maksimal pemakaian 1 (satu) hari dengan
perincian sebagai berikut:

No. Jenis Narkotika Ambang Batas
1. | Metamphetamine 1 gram
2. | MDMA 2,4 gram = 8 butir
3. | Heroin 1,8 gram
4. | Kokain 1,8 gram
5. | Ganja 5 gram
6. | Daun Koka 5 gram
7. | Meskalin 5 gram
8. | Psilosybin 3 gram
9. | LSD 2 gram
10. | PCP 3 gram
11. | Fentanyl 1 gram
12. | Metadon 0,5 gram
13. | Morfin 1,8 gram
14. | Petidin 0,96 gram
15. | Kodein 72 gram
16. | Bufrenorfin 32 gram

Jika putusan memiliki barang bukti dengan jumlah maksimal tersebut di atas, peneliti akan mengambil data
dari putusan tersebut. Ambang batas dipilih menjadi kriteria karena merupakan kriteria yang paling jelas dan
terukur dibandingkan dengan 4 (empat) kriteria lainnya yaitu:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan

2. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika

3. Surat keterangan dokter jiwa/psikiater

4. Tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Semua kriteria tersebut di atas akan dicatat ketika pengumpulan data kecuali kriteria nomor 4 (empat). Kriteria
tersebut tidak dicantumkan karena definisi yang bias mengenai keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.

13 Badan Narkotika Nasional, Laporan Akhir Survey Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkotika Tahun Anggaran
2014, 2014, him. 19.
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Definisi peredaran gelap narkotika terdapat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang diterapkan sebagai tindak pidana narkotika dan
prekursor narkotika.'* Kriteria nomor 4 (empat) tidak disertakan dalam data karena keputusan apakah
seseorang terlibat dalam peredaran gelap umumnya tidak seterang kriteria lain dalam sebuah putusan.
Informasi mengenai keterlibatan seseorang dalam peredaran narkotika eksklusif hanya dimiliki oleh
kepolisian sehingga sulit untuk bisa diidentifikasi hanya dari putusan.

Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Nomor register perkara
Pengadilan Negeri asal
Hakim Ketua
Hakim Anggota
Panitera Pengganti
Tanggal putus
Terdakwa @nak/dewasa)
Jenis kelamin (lakilaki/perempuan)
Jumlah terdakwa
. Pasal yang didakwakan
. Jenis dakwaan (tunggal/primer-subsider/alternatif/kumulatif/kombinasi)
. Ambang batas narkotika (jenis dan jumlah)
. Alat bukti (ahli dan surat)
. Hasil Tim Asesmen Terpadu/keéerangan medis
. Hasil keterangan dokter jiwa/psikiater
. Tertangkap tangan (ya/tidak)
. Yang memberatkan
. Yang meringankan
. Penasehat hukum (ya/tidak)
. Residivis (ya/tidak)
. Vonis
. Pasal yang terbukti
. Tempat rehabilitasi
. Jangka waktu rehabilitasi

©o NGO~ NRE
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Secara keseluruhan kriteria tiap butir tersebut di atas cukup jelas namun ada beberapa kriteria yang
membutuhkan definisi lebih lanjut yaitu: pasal yang didakwakan; alat bukti; hasil Tim Asesmen
Terpadu/keterangan medis; hasil keterangan dokter jiwa/psikiater; dan tertangkap tangan. Untuk kriteria

pasal yang didakwakan, peneliti mendata semua pasal yang didakwakan dan melihat jenis dakwaan dari pasal
tersebut.

Untuk alat bukti berupa keterangan ahli, peneliti mendata keahlian dari ahli dan ringkasan kesaksiannya
Begitu juga untuk alat bukti surat, peneliti mencantumkan nomor surat dan institusi yang mengeluarkan surat
tersebut dan ringkasan dari isi surat. Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT)/keterangan medis dicatat ringkasan
dari keterangan tersebut khususnya mengenai asesmen penggunaan narkotika oleh terdakwa.Sama halnya
dengan hasil TAT, untuk leterangan dokter jiwa/psikiater peneliti mencatat hasil pemeriksaan dokter
jiwa/psikiater yang menerangkan bentuk ketergantungan narkotika secara psikologis.

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 6
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Untuk kriteria tertangkap tangan, definisi tertangkap tangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) adalat®

oOtertangkapnya seorang pada waktu sedang mel akuk
sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,atau sesaat kemudian diserukan oleh

khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya

ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atauturut melakukan atau membantu

mel akukan tindak pidana itu.o

Untuk tindak pidana narkotika, peneliti membatasi definisi tertangkap tangan dengan keadaan jika pelaku
sedang menguasai atau menggunakan atau melakukan jual beli narkotika. Jika dalam kronologisdicantumkan
bahwa pelaku ditangkap dengan metode pembelian terselubung atau penyerahan di bawah pengawasan,
terdakwa tidak dikategorikan sebagai tertangkap tangan.

15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (19).
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PENERAPAN SEMA NO. 4 TAHUN 2010

Pada bagian ini, tim peneliti akan secara khusus mengkaji tentang kasus narkotika yang telah memenuhi
syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial

Jenis Vonis yang Sesuai dengan Ketentuan
SEMA 4/2010

B Rehabilitasi ®Penjara H Penjara dan denda

Diagram 1. Jenis Vonis yang Sesuai dengan Ketentuan SEMA 4/2010

Berdasarkan data yang sudah peneliti kumpulkan,total putusan yang diteliti berjumlah 522 putusan.'® Dari
522 putusan , hanya 28 putusan memenuhi kriteria SEMA No. 4 Tahun 2010. Seperti yang terlihat pada
Diagram 1 di atas, dari 28 putusan, putusan denganv  onis rehabilitasi memiliki persentase paling besar,
yaitu 71,4% atau sebanyak 20 putusan . Vonis terbanyak kedua adalah vonis penjara dengan total putusan
sebanyak 25% serta vonis penjara dan denda sebesar 3,6%.

Berdasarkan Diagram 1 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar vonis yang dijatuhkan bagi
perkara yang menenuhi kriteria SEMA adalah vonis rehabilitasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa
kasus yang memenuhi kriteria SEMAnamun mendapatkan vonis penjara atau penjara dandenda. Oleh karena
itu, tim peneliti berusaha menggali lebih dalam apa yang menyebabkan perbedaan ini. Data-data dibawah
ini adalah data dari kasus yang sesuai dengan kriteria SEMA 4/2010Berikut adalah data-datanya.

16 Lihat Bab | bagian Metologi Penelitian untuk melihat metode pengambilan data .

17 Jumlah vonis rehabilitasi sebanyak 20 putusan, vonis penjara sebanyak ftujuh) putusan dan vonis penjara dan denda
sebanyak 1(satu) putusan.
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Asal Pengadilan dan Vonis Rehabilitasi

Diagram Asal Pengadilan dan Vonis

Rehabilitasi
n =20
12 11
10
8
6 5
4 3
2 I
0 0 0
PN Jakarta PN Jakarta PN Jakarta PN Jakarta PN Bogor PN Bekasi PN
Utara Timur Selatan Barat Tangerang
M Rehabilitasi

Diagram 2. Asal Pengadilan dengan Vonis Rehabilitasi

Data yang didapatkan peneliti berasal dari 9 (sembilan) pengadilan negeri yang terdapat di wilayah
Jabodetabek.Data di atas menunjukkan bahwa hanya 7 (tujuh) pengadilan negeri karena ketujuh pengadilan
negeri tersebut memiliki kasus sesuai dengan kriteria. SEMA 4/2010 sedangkan 2 (dua) pengadilan negeri
yaitu pengadilan negeri Jakarta Pusat dan pengadilan negeri Depok tidak. Dengan demikian kedua
pengadilan tersebut tidak tercantum dalam diagram di atas. Terlihat dari Diagram 2, dari seluruh pengadilan
negeri yang terdapat di Jabodetabek, yang paling banyak menjatuhkan vonis rehabilitasi adalah Pengadilan
Negeri Jakarta Timuryaitu sebanyak 11 putusan,kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan vonis
rehabilitasi sebanyak 5(lima) putusan, Pengadilan Negeri Bekasi 3(tiga) putusan rehabilitasi, dan Pengadilan
Negeri Bogor sebanyak 1 (satu) putusan rehabilitasi.

Dari tabel di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan pengadilan negeri yang paling banyak
memberikan vonis rehabilitasi dibandingkan dengan pengadilan negeri lainnya. Hal ini mungkin saja
dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan putusan yang paling banyalkdiunggah di
website Mahkamah Agung yaitu sebanyak 208 putusan. Namun faktor banyaknya jumlah putusan tersebut
bukan merupakan faktor penentu terhadap semakin banyaknya vonis putusan rehabilitasi yang diberikan
dalam penelitian ini. Seperti yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Bekasi. Jumlah vonis
rehabilitasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah 5lima) putusan dari total keseluruhan 28 putusan
yang diunggah, serta pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan jumlah vonis rehabilitasi 3 putusan dari total
keseluruhan 51 putusan yang diunggah. Sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis
rehabilitasi sebanyak 1 (satu) putusan dari total 25 putusan yang diunggah. Berdasarkan perbandinganantara
putusan yang mendapat vonis rehabilitasi dan putusan yang diunggah di pengadilan negeri tersebut,
persentase pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis rehabilitasi palng banyak terdiri dari Pengadilan
Negeri Jakarta Utarayaitu 17,86% Pengadilan Negeri Bekasyaitu 5,88%dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
yaitu 5,29%*®

18 pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan persentase sekitar 17,8%, Pengadilan Negeri Bekasi dengan persentase
sekitar 5,9% dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan persentase sekitar 5,3%.
l1|Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat



Diagram Jenis Putusan dan Asal Pengadilan

12
11
10
8
6
5
4
4 .
3
2 |
1 1 11 1
00 0 0 0 - 0 0 0 00 0 0
0 . . T T . T 1
Jakarta Utara  Jakarta Jakarta Jakarta Barat  Bogor Bekasi Tangerang
Timur Selatan
n=28
B Rehabilitasi ® Penjara ® Penjara dan Denda

Diagram 3. Jenis putusan dan asapengadilan

Sedangkan jika dibandingkan antara vonis rehabilitasi dan putusan yang sesuai kriteria SEMA 4/2010 di
pengadilan negeri tersebut, persentase tertinggi adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan
Negeri Bekasi. Seluruh kasus yang sesu&EMA 4/2010 di kedua pengadilan negeri tersebut mendapat vonis
rehabilitasi atau 100%. Lalu kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dari 12 kasus, 11 diantaranya
mendapat putusan rehabilitasi atau 91,67%, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengarpersentase
50% dan Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Tangerang yaitu 0%.
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Penasihat Hukum dan Jenis Vonis

DiagranKeberadaan Penasihat Hukum dan
Jenis Vonis

n=28

Penjara dan denda T

Penjara
-

16

Rehabilitasi
T

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

H Tidak ®Ada

Diagram 4. Keberadaan penasihat hukumdan jenis vonis

Faktor berikutnya yang menjadi hal menarik untuk dilihat adalah keberadaan penasihat hukum. Secara garis
besar, hanya sedikit kasus yang memiliki penasihat hukum?®® Berdasarkan data perolehan peneliti, dari 28
putusan yang sesuai dengan kriteria SEMA 4/2010, hanya 5 (lima) kasus yang didampingi oleh penasihat
hukum atau sebesar 17,87%. Dari 5 (lima) kasus tersebut, 4 (empat) diantaranya mendapatkan putusan
rehabilitasi atau sebesar 80%.

Sedangkan berdasarkan data dari 20 kasus yang sesuai dengan SEMA 4/2010 dan mendapatkan rehabilitasi,
hanya 4 (empat) kasus yang didampingi oleh penasihat hukum atau sekitar 20%. Walaupun hanya sedikit,
keempat penasihat hukum tesebut mendapatkan putusan rehabilitasi (100%). Dan jika membandingkan
putusan tanpa dampingan penasihat hukum, terdapat 23 putusan tanpa pengacara, 16 diantaranya mendapat
putusan rehabilitasi atau 69,57%.

Dari perbandingan-perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata kemungkinan untuk
mendapatkan vonis rehabilitasi, terlepas dari ada atau tidaknya pengacara masih cukup besar yaitu 69,57%.
Namun, ketika terdakwa didampingi pengacara, maka peluang untuk mendapatkan putusan rehabilitasi naik
menjadi 80%.

19 Dari jumlah keseluruhan 522 kasusterdapat 456 kasusyang terdakwanya tidak didampingi penasihat hukum dan 66
kasusyang terdakwanya didampingi penasihat hukum.
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Keberad aan Ahli dan Jenis Vonis

Diagram Keberadaan Ahli dan Jenis Vonis

1
Penjara dan denda %%
0

Penjara
0
17
Rehabilitasi
3
]
n=28 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tidak m Ada

Diagram 5. Keberadaan ahli dan jenis vonis

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)salah satu alat bukti di persidangan ialah
keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan?® Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di
bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan.

Dalam putusan narkotika sepanjang tahun 2014 yang telah dikumpulkan oleh peneliti, data mengenai
keberadaan ahli juga menarik untuk disorot. Kehadiran ahli yang dimaksud pada subbab ini adalah ahli yang
didatangkan ke persidangan. Kehadiran ahli dalam kasus narkotika sangat lah minim Dari keseluruhan kasus
yang sesuai dengan SEMA 4/2010hanya 3 (tiga) dari 28 putusan dihadiri oleh ahli. Penggunaan narkotika
sangat erat kaitannya dengan faktor kesehatan sehingga seharusnya lebih banyak ahli dalam kasus
penggunaan narkotika. Putusan rehabilitasi yang diberikan oleh hakim tanpa dihadiri oleh ahli yaitu 17
putusan dari total 2 8 putusan tanpa k eberadaan ahli , atau sebesar 60,72%. Sedangkan untuk kasus
yang menghadirkan ahli , seluruh kasus tersebut mendapat putusan rehabilitasi.  ?* Dengan kata lain, di
dalam kasus yang terdakwanya turut menghadirkan ahli di persidangan, persentase mendapatkan vonis
rehabilitasi adalah 100%.Namun demikian, tentunya kehadiran ahli tidak secara langsung menjamin akan
mendapat putusan rehabilitasi karena jumlah yang kurang representatif dan ada banyak faktor lain yang
berperan.

20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 28.
21 Dari 3 (tiga) kasus yang menghadirkan ahli, kesemua kasus mendapat vonis rehabilitasi.
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Pasal yang Diputus dan Jenis Vonis

Diagram Pasal yang Diputus dan Jenis Vonis

20 19
18 n=28
16
14
12
10
8 7
6
4
1 1
2 0 0 0 0 0
0 I
Pasal 127 Pasal 112 jo. 132 Lain-lain
H Rehabilitasi  ® Penjara Penjara dan Denda

Diagram 6. Pasal yang diputus dan jenis vonis

Data berikutnya yang diperoleh adalah pasal yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara narkotika.

Putusan rehabilitasi didominasi oleh Pasal 127 yaitu 19 putusan dari 28 putusan atau &,86%. Hal ini tidaklah

mengherankan mengingat Pasal 127 adalah pasal pidana satusatunya dalam UU Narkotika yang

memungkinkan diberikannya putusan rehabilitasi.?> Namun, disisi lain Pasal 127 juga memberikan ancaman
pidana penjara maksimal 4 (tahun) penjama bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Sehingga jika

seseorang terbukti bersalah melanggar Pasal 127 UU Narkotika, pengguna narkotika tersebuttidak secara

otomatis mendapatkan putusan rehabilitasi. Seperti yang terlihat pada data di atas, masihada 7 (tujuh) kasus

yang dijatuhi dengan Pasal 127 namun mendapatkan vonis penjara. Pasal ini juga menunjukkan bahwa
kriminalisasi pengguna narkotika masih terus terjadi di Indonesia.

Tempat Rujukan Rehabilitasi

SEMA No.4 Tahun 2010 juga sudah meryebutkan jenis-jenis lembaga yang bisa dirujuk sebagai tempat
rehabilitasi, yaitu antara lain:

a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika
Nasional.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) CibuburJakarta.

Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).

Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat
akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

®aooo

2 pada dasarnya Pasal 12ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pidana penjara bagi
penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Pada ayat (3) Pasal 127 ditentukan bahwa jika penyalah guna tersebut dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
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Tempat Rehabilitasi untuk Putusan yang
Sesuai dengan SEMA 4/2010

5%

B RSKO Jakarta  ®Yayasan KELIMA  ® Yayasan Mutiara Maharani

Diagram 7. Tempat rehabilitasi untuk putusan yang sesuai dengan SEMA 4/2010

Diagram 6 menunjukkan tempat rehabilitasi yang menjadi rujukan vonis rehabilitasi, untuk putusan yang
sesuai dengan kriteria SEMA No. 4 Tahun 2010. Putusan yang sesuai dengan kriteria SEMA 4/2010 dan
mendapatkan putusan rehabilitasi sebanyak 2 putusan. Terdapat tiga tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh
hakim yaitu Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta(RSKO), Yayasan KELIMA DKI Jakarta dan Yayasan
Mutiara Maharani. Dari diagram tersebut terlihat bahwa tempat rujukan rehabilitasi yang didominasi oleh
Yayasan KELIMA DKI Jakarta. Yayasan KELIMA DKI Jakarta dan Yayasan Mutiara Maharani dapat
dikategorikan sebagai tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial. Alasaralasan yang menyebabkan
banyaknya putusan yang merujuk Yayasan KELIMA sebagai tempat rehaliisi, menurut hemat peneliti , tidak
dapat langsung disimpulkan jika hanya melalui penelitian ini.

Jangka Waktu Rehabilitasi

Lama Rehabilitasi

N Minimum | Maksimum Rata-Rata Std. Deviasi
Std.
Statistik | Statistik Statistik | Statistik | Error Statistik
Lama Rehab (Bulan) 20 8 18 12.70( .487 2.179
Valid N (listwise) 20

Tabel 1. Lama rehabilitasi

Terakhir, di dalam SEMA juga terdapataturan mengenai rentang waktu yang diperlukan dalam melakukan

proses rehabilitasi, yaitu program detoksifikasi dan stabilisasi selama 1(satu) bulan, program primer selama

6 (enam) bulan dan program re-entry selama 6 (enam) bulan, yang apabila dijumlahkan menjadi 13 bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, dari 20 putusan rehabilitasi yang dijatuhkan, lama waktu
melakukan rehabilitasi yang diberikan sedikitnya adalah 8 bulan, dan paling lama adalah 18 bulan. Lama
waktu melaksanakan rehabilitasi tersebut diseswaikan dengan pertimbangan hakim terhadap kondisi atau

taraf ketergantungan narkotika terdakwa.
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KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Surat Edaran Mahkamah Agung di dalam Perundang -Undangan Indonesia

Peraturan Perundang Undangan, berdasarkanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan, memiliki jenis dan hirearki sebagai berikut?®
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

@*poo00

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMAl}idak termasuk dalam hierarki perundang-undangan karena SEMA
tidak didelegasikan langsung oleh undang-undang. Tidak seperti peraturan perundang-undangan lainnya
yang merupakan subordinate legislation karena memiliki delegasi dari undang-undang (primary legislation).2*
Dengan demikian, SEMA bukanlah peraturan perundangundangan melainkan peraturan kebijakan
(beleidsrege) 2

Peraturan kebijakan dapat dituangkan dalam bentuk surat biasa, bukan bentuk peraturan resmi dengan isi
yang bersifat mengatur (regeling) dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Contoh bentuk-bentuk
aturan kebijakan di dalam praktik di Indonesia, yaitu:?®
a. Surat Edaran Circular), seperti Surat Edaran Mahkamah Agung;
Surat perintah atau instruksi, seperti instruksi Presiden (Inpres);
Pedoman Kerp atau Manual;
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak);
Petunjuk Teknis (Juknis);
Buku Panduguadeb gai{daace); 0
Kerangka Acuan,Term of Referencd TOR);
Desain Kerja atau Desain ProyekRroject Design);
Dan lain-lain sebagainya.

T TQ@ e ao0C

Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu bentuk dari
peraturan kebijakan, sehingga SEMAtidak termasuk dalam peraturan perundang-udangan. SEMA merupakan
bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran hakim yang bersifat membimbing, menuntun,
memberikan arahan kebijakan, dan mengatur sesuatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan di lingkup peradilan.
Pembuatan SEMA merupakan fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi di semua
lingkungan pengadilan dalam hal kewenangan untuk memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang
dipandang perlu.?’

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,
Pasal 7.

24 Jimly Asshiddiqgie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 381.

25 safri Nugraha, dkk., Administrasi Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him.
93.

26 |bid., him. 393.

27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4).
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SEMA sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat administrasi negara secara hirearki
jabatan, yaitu pejabat bawahan harus menaati perintah dan instruksi dari atasan, sehinggapada dasarnya
SEMA mengikat kepada seluruh hakim. Akan tetapi layaknya seluruh produk hukum Mahkamah Agung, SEMA
diharapkan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara?®

Surat Edaran Mahkama h Agung Nomor 4 Tahun 2010 di dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dibuat untuk menggantikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang tidak dapat
diterapkan lagi karena masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah dianggap tidak berlaku dengan adanya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. SEMA Nomor 7 Tahun 2009 awalnya memuat semangat bahwa
narapidana atau tahanan narkoba, yang termasuk kategori pemalai harus diutamakan kepentingan atas
perawatan dan pengobatan karena mereka adalah orang yang menderita sakit?® Sehingga SEMA ini
memberikan rujukan kepada hakim untuk sedapat mungkin menerapkan tindakan perintah rehabilitasi
kepada terpidana kasus narkotka >

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 memiliki semangat yang sama yaitu penjara
bukanlah langkah pemidanaan yang tepat bagi pecandu serta penyalah guna narkotika, sehingga perlu
adanya upaya rehabilitasi. Hal tersebut dapat terlihat dari isi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang merupakan
petunjuk lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan pemidanaan rehabilitasi pada kasus narkotika yang tidak
dijelaskan di dalam Undang-Undang Narkotika, yakni pada pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009,
yaitu:3*

1. Mengenai klasifikasi tindak pidana narkotika seperti apa yang dapat dijatuhkan pemidanaan sesuai
dengan Pasal 103 huruf a dan b (memutuskan atau menetapkan untuk menjalani pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi).*?

2. Hakim harus menunjuk secaa tegas dan jelas tempat rehabilitasi di dalam amar putusannya. Di dalam
SEMA ini juga menyebutkan tempat-tempat rehabilitasi mana yang dapat dipilih oleh hakim dalam
amar putusannya®

3. Di dalam SEMA juga menghimbau agar hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan
kondisi/taraf kecanduan terdakwa dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib
adanya keterangan ahli®*

Dengan demikian, SEMA4/2010 sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat administrasi
negara sehingga pada dasarnya SEMA4/2010 mengikat kepada seluruh hakim. Namun, keputusan untuk
memberikan vonis rehabilitasi kepada terdakwa tetap bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam melihat
perkara tindak pidana.

28 Muhammad VYasin, 0 Kekuat an Hu kPurmo d Pk o dHuukk u m MA (Per ma, S E MA,
http ://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan -hukum-produk-produk -hukum-ma-(perma,-sema;fatwa,-
sk-kma). Lihat juga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 aya (5).

22 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan
Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasiangka 1.

30 |bid., angka 2.

31 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal103.

32 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial,angka 2.

33 |bid., angka 3.

34 |bid., angka 4.
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FAKTOR YANG MEMENGARUHI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
REHABILITASI

Dalam subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai data putusan berdasarkan kriteria yang terdapat pada
SEMA No. 4 Tahun 2010. Dari data tersebut telah disimpulkan bahwa jika suatu kasus memenuhi semua
kriteria pada SEMA No. 4 Tahun 2010, seara statistik akan memperbesar kemungkinan seseorang
mendapatkan putusan rehabilitasi. Namun demikian, pada prakteknya terdapat banyak putusan yang tidak
memenuhi kriteria SEMA 4/2010 namun tetap mendapatkan vonis rehabilitasi. Oleh karena itu, peneliti ingin
melihat kasus narkotika secara umum untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi pertimbangan
hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi bagi terdakwa kasus narkotika.

Jenis Putusan Dengan Pasal yang Diputus

Jenis Putusan
Penj ar
Rehabilitasi| Penjara De nda| Bebas Total
Pasal yang Tidak ada 0 0 0 1 1
diputus 111 0 3 110 0 113
112 0 0 151 0 151
114 0 0 55 0 55
127 41 110 0 0 151
111 jo. 132 0 0 11 0 11
112 jo. 132 0 0 17 0 17
114 jo. 132 0 0 15 0 15
127jo.1 3 2 1 1 0 0 2
127 jo. 55 0 1 0 0 1
111 jo. 127 0 0 1 0 1
Lain-lain 1 0 0 0 1
Pasal Kumulatif 0 0 3 0 3
Total 43 115 363 1 522
Tabel 2. Tabulasi silang antara jenis putusan dengan pasal yang diputus
Pasal 127 di kalangan pengguna narkotikad i k e n a | sebagai .PEragsatersebut kurang tefpat | i t

digunakan karena pasal ini tidak hanya memberikan rehabilitasi tapi juga membuka peluang terhadap pidana
penjara. Dari 151 kasus yang didakwa dengan Pasal 127 hanya 41 kasus yang mendapat pu tusan
rehabilitasi atau sebesar 27,15% . Dari 41 kasus tersebut, 13 diantaranya tidak memenuhi kriteria SEMA
4/2010.

Pasal 127UU Narkotika mengindikasikan bahwa negara masih melakukan kriminalisasi terhadappenggunaan
narkotika bagi diri sendiri. Vonis penjara kepada pengguna narkotika merupakan bentuk dari kriminalisasi
tersebut. Walaupun hakim memiliki SEMA 4 tahun 2010, UU Narkotikamerupakan acuan utama bagi para
hakim untuk mengadili perkara narkotika.
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Jenis Putusan dan Jenis Narkotika

Diagram Jenis Putusan dan Jenis Narkotika

250
218
n =522
200
150 134
100
54 60
>0 24
16 7
1 0 3 0 4 o 0 1 0
0 N . N .
Sabu Ganja Ekstasi Heroin
H Rehabilitasi  ® Penjara Penjara dan Denda Bebas

Diagram 8. Jenis putusan dan jenis narkotika

Diagram 7 menunjukkan data mengenai jenis narkotika dan putusan yang didapat. Kasus dengan barang
bukti narkotika jenis sabu merupakan kasus terbanyak yaitu 288 kasus, kemudian ganja sebanyak 218 kasus,
ekstasi sebanyak 7 (tujuh) kasus dan heroin sebanyak 8 (delapan) kasus. Dari 288 kasus dengan barang bukti
narkotika berupa sabu, 16 diantaranya atau 5,56% mendapat putusan rehabilitasi sedangkan pada kasus
ganja, 24 diantaranya atau 11,01% mendapat putusa rehabilitasi. Untuk barang bukti narkotika jenis ekstasi,

3 dari 4 kasus mendapat putusan rehabilitasi atau 75% sedangkan untuk kasus heroin tidak ditemukan adanya
putusan rehabilitasi, ketujuh kasus heroin mendapat putusan penjara dan denda. Namun, tenu saja tidak
bisa dihubungkan langsung antara jenis putusan dan jenis narkotika karena tidak semua kasus diputus
dengan Pasal 127. Jika pasal yang diputus adalah Pasal 127 maka terdakwa terbukti benar menggunakan
narkotika bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, peneliti juga mengolah data jenis putusan dan jenis narkotika untuk
kasus yang diputus dengan Pasal 127. Dari data ini akan terlihat kecenderungan hakim dalam memberikan
putusan untuk penggunaan narkotika bagi diri sendiri.

Diagram Jenis Putusan dan Jenis Narkotika untuk
Kasus yang diputus dengan Pasal 127

57
60 54
50 n =155
40
30 24
20 16
10
3
0 0 1
0
Sabu Ganja Ekstasi Heroin
Rehabilitasi Penjara

Diagram 9. Jenis putusan dan jenis narkotika
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Diagram di atas adalah hasil pendataan silang antara kasuskasus yang mendapatkan putusan Pasal 127
dengan jenis narkotika dan jenis putusan. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas pengguna narkotika
menggunakan ganja yaitu 81 kasus atau 52,59% kemudian sabu sebanyak 70 kasus ata4¥,81% dan sisanya
adalah ekstasi dan heroin. Untuk pengguna ganja, hanya 24 dari 81 kasus mendapatkan putusan
rehabilitasi atau sebesar 29,62%, tidak jauh berbeda dengan pe ngguna sabu yaitu 21,74% . Data
tersebut juga menunjukkan bahwa seluruh pengguna ekstasi mendapatkan rehabilitasi sedangkanpengguna
heroin tidak mendapatkan putusan rehabilitasi . Kedua jenis narkotika ini kurang representatif secara
jumlah sehingga tidak dapat dipastikan validitasnya. Membaca data di atas, bisa dikatakan bahwawvalaupun
terdakwa sudah diputus dengan Pasal 127, hakim masih cenderung untuk memberikan putusan penjara
dibanding rehabilitasi. Data ini juga menunjukkan bahwa kriminalisasi penggunaan narkotika bagi diri sendiri
masih terjadi.

Jenis Putusan dan Keberadaan Ahli

Diagram Jenis Putusan dan Keberadaan Ahli

400 363
350 n =522
300
250
200
150 115
100
50 39
4 0 0
0 I
Tidak Ada Ada
H Rehabilitasi Penjara Penjara dan Denda

Diagram 10. Jenis putusan dan keberadaan ahli

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, keberadaan ahli dalam persidangan narkotika sangat minim. Hanya
4 (empat) ahli yang tercatat hadir dalam persidangan dari 522 kasus narkotika. Tiga dari empat ahli tersebut
merupakan dokter spesialis kejiwaan atau pskiatri sedangkan satu ahli lainnya merupakan direktur lembaga
rehabilitasi. Keempat ahli tersebut menjelaskan sifat ketergantungan yang dimiliki oleh masing-masing
terdakwa. Berdasarkan data dari tabel di atas, di semua kasus yang menghadirkan ahli ketika
pembuktian, terdakwanya mendapatkan putusan rehabilitasi. Namun demikian, mengingat angkanya

yang sangat kecil dan cakupan wilayahnya hanya di Jabodetabek, hal ini tidak serta merta
menyimpulkan bahwa keterangan ahli sangat memengaruhi hakim dalam memutus rehabilitasi , atau
dengan kehadiran ahli seorang terdakwa pasti mendapatkan vonis rehabilitasi. Tetapi, patut diketahui
bahwa keterangan ahli dalam perkara narkotika, terutama berkaitan dengan adiksi, sangat diperlukan

dan akan bermanfaat di dalam persidangan . Minimnya keberadaan ahli dalam perkara narkotika
menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keterangan mengenai adiksi terdakwa juga minim di antara
hakim, jaksa, penasehat hukum maupun terdakwa itu sendiri.
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Jenis Putusan dan Hasil Tes U rine

Diagram Jenis Putusan dan Hasil Tes Urine

350
315
300 n=>522
250
200
150
100 70
45 46
50 32
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0
Rehabilitasi Penjara Penjara dan Denda Bebas

Tidak Ada Positif Negatif

Diagram 11. Jenis Putusan dan Hasil Tes Urine

Polisi memiliki wewenang untuk melakukan tes urine pada tersangka kasus narkotika jika tersangka tersebut
memiliki indikasi penggunaan narkotika bagi diri sendiri.*® Berdasarkan data yang sudah diperoleh,polisi
melakukan tes urine pada tersangka di 151 kasus atau 28,93% dari kasus narkotika secara keseluruhan

dan hanya tiga kasus yang menunjukkan hasil tes urine negatif sedangkan 148 kasus lainnya
menunjukkan hasil t es urine positif . Tiga puluh dua dari 148 tersangka kasus narkotika dengan hasil
tes urine positif ketika diperiksa kepolisian atau sekitar 21,62% mendapatkan putusan rehabilitasi;
sedangkan 116 kasus lainnya atau 78,38% persen mendapatkan putusan penjara atau penjara dan
denda. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan dari hasil tes urine terhadap vonis
rehabilitasi. Hasil tes urine negatif juga tidak serta merta menunjukkan bahwa tersangka tersebut tidak
menggunakan narkotika karena bisa jadi ketika penangkapan dilakukan, tersangka tidak sedang
menggunakan narkotika. Tes urine memang tidak seharusnya menjadi indikator utama ketergantungan
narkotika tetapi tes urine bisa dijadikan asesmen awal penggunaan narkotika.

35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf |.
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Jenis Putusan dan Surat Keterangan Medis Terdakwa

Diagram Jenis Putusan dan Surat Keterangan

Medis Terdakwa
n=>522
Bebas
) | 3
Penjara dan Denda
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Penjara -
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H Ada Tidak Ada

Diagram 12. Jenis putusan dan surat keterangan medis terdakwa

Surat merupakan salah satu alat bukti yang sah di persidangarf® Alat bukti surat yang dibuat atas sumpah
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah?’

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabatat umum yang berwenang
atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,
dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan
itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang -undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat
mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanan yang menjadi tanggungjawabnya dan
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu
hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darpadanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam kasus narkotika, alat bukti surat yang biasa muncul di persidangan untuk membuktikan adanya
ketergantungan pada terdakwa adalah hasil tes uin dan hasil pemeriksaan medis. Hasil tes urin merupakan
bagian dari alat bukti surat. Namun, untuk memudahkan melihat signifikansi dari kedua alat bukti surat
tersebut, maka pembahasannya akan dipisahkan.

Jumlah persentase menunjukkan bahwa alat bukti sirat berupa keterangan medis terdakwa memiliki
pengaruh yang cukup besar kepada hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa
pengguna narkotika. Jika dilihat dari total 44 kasus narkotika yang terdapat surat keterangan medis,
sebanyak 63,64% terdakwa mendapatkan putusan rehabilitasi dari hakim. Berbeda jauh dengan
terdakwa narkotika yang tidak memiliki surat keterangan medis, dari total 478 putusan, hanya 3,14%
yang mendapatkan putusan rehabilitasi . Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian penggunaan narkotika

36 |bid., Pasal 184 ayat (1) huruf c.
37 Ibid., Pasal 187.
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melalui surat keterangan medis merupakan alat bukti yang penting bagi hakim untuk memberikan putusan
rehabilitasi bagi terdakwa.

Jenis Putusan dan Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater

Diagram Jenis Putusan dan Surat Keterangan
dari Dokter Jiwa/Psikiater
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B Tidak Ada ® Ada

Diagram 13. Jenis Putusan danSurat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater

Surat keterangandari dokter jiwa/psikiater juga merupakan bagian dari alat bukti surat yang ditujukan untuk

melakukan asesmen terhadap status penggunaan narkotika seorang terdakwa.Keterangan ini bukan untuk
menunjukkan bahwa terdakwa tidak cakap atau memiliki penyakit kejiwaan sehingga menjadi dasar pemaaf
suatu tindak pidana namun untuk melihat ketergantungan seseorang terhadap narkotika. Keterangan dari
dokter jiwa/psikiater tercantum dalam SEMA 4 tahun 2010 sebagai salah satu indikator atau pertimbangan
bagi hakim untuk memutus rehabilitasi.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, dari 522 kasus hanya 29 kasus yang terdapat hasil asesmen dari
dokter jiwa/psikiater atau sebesar 5,56%. Asesmen kejiwaan bagi tedakwa pengguna narkotika tidak cukup
opopul er 6 untSigkifikadsi ketetang&nasarat dari dokter jiwa/psikiater terlihat pada
besarnya jumlah persentase kasus yang mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu sebesar 68,97%
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Jenis Putusan dengan Keberadaan Penasihat Hukum

Berdasarkan statistik data putusan, hanya 66 kasus yang terdapat penasihat hukum atau sebesar 12,64% dari
total kasus narkotika secara keseluruhan.

Keberadaan Penasihat Hukum

usczy

B Tidak Ada HAda

Diagram 14. Keberadaan penasihat hukum

Data Penasihat Hukum untuk Kasus dengan
Dakwaan Pasal 114

m Tidak Ada Ada

Diagram 15. Data penasihat hukum untuk kasus dengan dakwaan pasal 114

Jika dilihat dari jenis dakwaan, terdapat 275 kasus yang didakwa dengan Pasal 114 UU Narkotika dengan
ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 56 KUHAP, jika terdakw a didakwa
melakukan tindak pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri,

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi
terdakwa tersebut. Namun hanya 14,5% terdakwa dari perkara ini yang memiliki penasihat hukum
Tentu saja diperlukan penelusuran lebih mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan
minimnya kehadiran penasihat hukum dalam perkara tindak pidana narkotika, khususnya yang diancam
dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun. Namun, fakta bahwa adanya terdakwa yang diancam pidana
lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak memiliki pengacara merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap
KUHAP.
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Keberadaan Penasihat Hukum dan Jenis Putusan

Diagram Keberadaan Penasihat Hukum dan
Jenis Putusan
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Diagram 16. Keberadaan penasihat hukum dan jenis putusan

Diagram di atas adalah hasil pendataan silang antara kasus yang mendapatkan putusan Pasal 127 dengan
keberadaan penasihat hukum dan jenis putusan.Enam dari 16 kasus narkotika atau 37,5% kasus narkotika
yang di dampingi oleh penasihat hukum mendapatkan putusan rehabilitasi. Tiga puluh enam dari 138
kasus narkotika atau 26,09% dari kasus yang tidak didampingi penasihat hukum juga mendapatkan
putusan rehabilitasi . Kehadiran penasihat hukum dalam kasus narkotika dapat membantu terdakwa untuk
membuktikan penggunaan narkotika bagi diri sendiri dengan menghadirkan alat bukti yang dapat
mendukung. Alat bukti tersebut diantaranya adalah riwayat penggunaan narkotika, keterangan ahli surat
keterangan medis dan surat keterangan kejiwaan. Pembuktian ini harus dilakukan secara aktif oleh penasihat
hukum maupun terdakwa sehingga posisi penasihat hukum cukup penting dalam perkara narkotika. Dari
data tersebut terlihat sepertinya keberadaan penasihat hukum memiliki pengaruh terhadap peluang
terdakwa mendapat vonis rehab t etapi tidak terlihat signifikan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang Memberikan Vonis Rehabilitasi
Selain melihat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, tim peneliti melanjutkan analisis ke ranah yang
lebih spesifik, yakni hanya putusan yang mendapatkan vonis rehabilitasi. Dari putusan rehabilitasi, bisa

didapatkan data seperti berikut ini.

Hal-hal yang Meringankan Terdakwa

Respon Persen dari
N Persen kasus
Hal Yang Kooperatif, bekerja
Meringankan? sama, tidak terbelit- 5 3204 11.6%
belit, mempelancar
persidangan
Mengakui
perbuatannya, terus 28 18.2% 65.1%
terang
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Belum pernah dihukum 38 24.7% 88.4%

Sopan 24 15.6% 55.8%

Tulang Punggung,

punya tanggungan 3 1.9% 7.0%

keluarga

Masih Muda F/ 4.5% 16.3%

Menyesal, tidak akan

mengulangi 30 19.5% 69.8%

perbuatannya lagi

Lain-lain 18 11.7% 41.9%

Tidak Mengisi 1 0.6% 2.3%
Total 154| 100.0% 358.1%

Tabel 3. Halhal yang meringankan terdakwa

Pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa pada suatu putusan bisa saja lebih dari satu.
Misalnya saja untuk kasus dengan nomor register perkara 436/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut hal-hal yang
meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang
perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan sidang,terdakwa menyesali perbuatannya
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oleh sebab itu, persentase dari kasus seperti yang terlihat pada tabel
hingga mencapai 358,1%.

Perti mbangan yang paling sering digunakan hakim ada
yang muncul sebanyak 38 kal. Ke ber adaan al asan oObel um pendak githanad i h |
penggunaan narkotika adalah kurang tepat. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa penggunaan
narkotika tidaklah sama dengan tindak pidana pada umumnya. Jika seseorang sudah menjadi pecandu
narkotika secara kesehatan tubuh seseorangtersebut membutuhkan narkotika dan jika tidak dipulihkan
penggunaan narkotikanya akan selalu berulang. Walaupun seorang terdakwa adalah residivis pengguna
narkotika, terdakwa tersebut seharusnya tetap mendapatkan layanan kesehatan yang ia butuhkan.
Pemenjaraan tidak akan menyembuhkan seseorang dari kecanduan narkotika. Selain itu, penggunaan
narkotika juga tidak terlepas dari aktivitas jual beli narkotika sehingga kemungkinan terdakwa pengguna
narkotika untuk menjadi residivis akan semakin besar. Residivisatau pernah melakukan tindak pidana
memang sering menjadi pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa untuk perkara tindak pidana
apapun. Dengan demikian,

Al asan | ainnya yang sering muncul dal am putusaila ade

|l agi 6 yaitu sebanyak 30 kali dan oOmengakui perbuat
sering muncul dalam kasus tindak pidana apapun.
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Hal-hal yang Memberatkan Terdakwa

Respon Persen dari
N Persen Kasus

Hal YangMemberatkan?® Tertangkap Tangan 40 41.2% 93.0%

Tidak Mendukung 40|  41.2% 93.0%

Program Pemerintah

Meresahkan 9 9.3% 20.9%

Masyarakat

Merugikan dirinya

sendiri/masyarakat/gen

erasi muda/masa 6 6.2% 14.0%

depan

Indonesia/mental

generasi muda

Lain-lain 1.0% 2.3%

Tidak Mengisi 1 1.0% 2.3%
Total 97| 100.0% 225.6%

Tabel 4. Halhal yang memberatkan terdakwa

Begitu pula dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Pertimbangan mengenai

hathal

yang

memberatkan terdakwa pada suatu putusan bisa saja lebihdari satu. Hal-hal yang memberatkan terdakwa

nar kot i ka
mendukung
satu indikator u nt u k

yang

me mber i

sering

k an

di gunakan

haki

rehabilitasi

tahun 2010 dan pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa

Tempat Rehabilitasi yan g Diputus oleh Hakim

2%

Diagram 17. Tempat rehabilitasi

Tempat Rehabilitasi

28|Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

n=43

M Balai Rehabilitasi BNN
B Rumah Sakit Duren Sawit
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Jakarta
H Yayasan Insani Anak Bangsa Ministri
M Yayasan KELIMA DKl Jakarta

B Yayasan Mitra Kencana Cendekia

Yayasan Mutiara Maharani

m dal am member.i
pr ogr aSEMA £taharr2010 mensydratkan tertangkap tangan sebagai salah

putusan
pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman. Terlihat adanya inkonsistensi antara SEMA 4

namun



Tempat Rehabilitasi

PN. Asal
Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta Tange
Pusat Utara Timur | Selatan | Barat | Bogor | Bekasi | rang | Depok | Total

Balai Rehabilitasi
BNN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Rumah Sakit 0 0 1 0 of o ol "0 ol 1
Duren Sawit
Rumah Sakit
Ketergantungan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Obat Jakarta
Yayasan Insani
Anak Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ministri
Yayasan KELIMA
DK| Jakarta 2 5 16 0 1 0 10 0 0 34
Yayasan Mitra
Kencana Cendekia 1 0 0 0 g . y . i .
Yayasan.Muuara 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Maharani
Yayasar? Terracota 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Indonesia

Total 3 5 19 0 1 2 11 2 0 43

Tabel 5. Tempat rehabilitasi

Dari data tersebut terlihat bahwa Yayasan Kelima menjadi rujukan utama hakim untuk memberikan putusan
rehabilitasi khususnya rehabilitasi sosial. Yayasan Kelima merupakan salah satu lembaga rehabilitasi sosial
yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial menjadi Institut Penerima Wajib Lapor dan berdomisili di Jakarta
Timur. Ada dua wilayah Pengadilan Negeri yang menjadikan Yayasan Kelima rujukan rehabilitasi yaitu
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Bekasi. Seringnya Pengadilan Negeri Jakartanir
menjadikan Yayasan Kelima menjadi rujukan lembaga rehabilitasi tentu patut diteliti lebih dalam. Yayasan
Kelima memang berada di wilayah PN Jakarta Timur namun ada dua lembaga rehabilitasi sosial lain yang
ditunjuk oleh Kementerian Sosial yang berada d Jakarta Timur yaitu Yayasan Karisma dan Yayasan Adiksifitas.
Sedangkan Kota Bekasi juga memiliki satu insitusi rehabilitasi sosial yaitu Yayasan Nurul Jannah. Untuk
rehabilitasi medis hanya tiga institusi yang muncul yaitu Balai Rehabilitasi BNN yang meniliki dua unit kerja
yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Rumah Sakit Duren Sawit dan Rumah Sakit Ketergantungan
Obat Jakarta dan hanya empat kasus narkotika yang dirujuk di tiga lembaga rehabilitasi medis tersebut.
Apakah memang terdakwa narkotika lebih membutuhkan rehabilitasi sosial dibandingkan dengan rehabilitasi
medis tentu butuh penelitian lebih mendalam lagi.

Jangka Waktu Rehabilitasi

Minimu | Maksimu
N m m Rata Rata Std. Deviasi
Statistik | Statistik | Statistik | Statistik | Std. Error|  Statistik
Lama Rehab (Bulan) 43 6 28 12.84 .566 3.709
Valid N (listwise) 43

Tabel 6. Jangka waktu rehabilitasi
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Lama rehabilitasi yang diputuskan oleh hakim berkisar antara 6 bulan hingga 28 bulan dengan ratarata lama

rehabilitasi yaitu 12,84 bulan. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Intitusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL¥, waktu minimal masa rehabilitasi adalah satu hingga 6 bulan yang disebut
dengan satu kali masa perawatan sesuai dengan Standar Pelayanan Terapiah Rehabilitasi Gangguan
Penggunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri. Standar masa perawatan jika mendaftar sebagai di
IPWL adalah dua kali masa perawatan atau satu tahuri? Dari tabel terlihat adanya bahwa hakim bisa memutus

melampaui standar masa rehabilitasi yaitu hingga 28 bulan atau 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan atau kurang

lebih hampir 5 (lima) kali masa perawatan. Pertimbangan seperti ini seharusnya didasarkan pada kondisi
ketergantungan terdakwa tersebut.

Disparitas Gender

4% 1%

95%

M Laki-Laki HPerempuan Laki-laki dan Perempuan
Diagram 18. DisparitasGender
Dari keseluruhan kasus narkotika, jumlah terdakwa lakilaki cukup mendominasi yaitu 94,64% sedangkan

terdakwa perempuan hanya 4,59%. Namun hal ini tidak serta merta menyimpulkan bahwa hanya sedikit
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkot ika.

38 peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor, Penjelasan Pasal 10 ayg).
39 |bid., Pasal 10 ayat (2).
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KERANGKA HUKUM DEKRIMINALISASI
DALAM SEMA NO. 4 TAHUN 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 bukanlah satusatunya perangkat hukum yang mengatur

mengenai pengalihan jenis hukuman kasus narkotika yang dimiliki oleh Indonesia. Masih banyak peraturan

sejenis yang dikeluarkan oleh pemerintah, kejaksaan, dan penegak hukum terkait untuk mengatur perlakuan
bagi pengguna narkotika di luar penjara.*® Akan tetapi, melihat dari tahun penerbitannya, SEMA No. 4 Tahun
2010 merupakan salah satu perangkat hukum yang paling awal dibandingkan dengan peraturan-peraturan

yang lain, serta secara substansi pun dapat dikatakarcukup mendetail. SEMA inilayak untuk dianalisis secara
mendalam, terutama untuk menguji keseriusan pemerintah Indonesia melakukan dekriminalisasi

penggunaan narkotika*'.

Pertama, harus dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dekriminalisasi. Ada beberapa istilah lain
yang sering disandingkan dengan konsep dekriminalisasi, yakni deinstitusionalisasi, depenalisasi, dan
legalisasi.Semuanya berusaha untuk mengurangi intervensi yang diberikan negara untuk orang-orang yang
melanggar hukum pidana narkotika. Ketiga jenis paradigma penghukuman ini menentang penghukuman
konvensional, yaitu penjara, yang dianggap membawa lebih banyak dampaknegatif dibanding positif.

Ragam kebijakan dekriminalisasi di berbagai negara menimbulkan banyaknya kesalahpahaman tentang
dekriminalisasi di mata pengamat dan penegak hukum. Pada intinya, dekriminalisasi adalah kebijakan
mengurangi atau mengganti hukuman yang diberikan kepada suatu jenis tindak pidana tertentu tanpa
melegalkan tindak pidana itu terjadi .** Kebijakan dekriminalisasi ini biasanya diikuti oleh kebijakan
deinstitusionalisasi dan/atau depenalisasi Deinstitusionalisasi adalah pengeluaran terpidana dari penjara
dan pengembalian ke komunitas .** Sedangkan depenalisasi adalah penghapusan vonis penjara tetapi
tidak menghilangkan status pelaku kriminal  .** Di samping kebijakan-kebijakan ini ada juga kebijakan
legalisad, yakni kebijakan yang memperbolehkan ketersediaan narkotika untuk khalayak umum, baik untuk
kepentingan medis maupun rekreasional. Kebijakan legalisasi ini bisa diikuti oleh kebijakan pasar teregulasi
di mana pemerintah menetapkan peraturan untuk mengatur jenis produk dan kegunaan narkotika, atau
kebijakan pasar bebas di mana pemerintah membebaskan persediaan dan harga barang sesuai mekanisme
pasar®

Dalam sejarah perkembangannya, perspektif dekriminalisasi sangat lekat dengan kasus narkotika, terutama
untuk kasus konsumsi narkotika untuk diri sendiri. Sejak tahun 1970an, kebijakan dekriminalisasi dipraktikkan

40 ihat Peraturan Bersama MAKUMJAKPOL, Surat Edaran Kejaksaan Agung Ne&6B1/E/EJP/2013, Peraturan Kepala BNN
No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan
Peandu Narkotika.

41 Anang Iskandar, Kepala BNN periode 20122015, membuat suatu tulisan yang menyatakan bahwa UU Narkotika
Indonesia memuat unsur dekriminalisasi tetapi lantaran penafsiran aparat penegak hukum yang berlainan, prinsip
dekriminalisasi ini tidak berjalan. Dalam tulisannya juga, Iskandar merujuk SEMA No 4 Tahun 2010 sebagai salah satu
pedoman kebijakan dekriminalisasi. Lihat selengkapnya di
http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/10/29/791/dekriminalisasi -penyalah-guna-narkotika-dalam-
konstruksi-hukum-positif-di-indonesia.

42 | arry J. Siegel dan Joseph J. Senn&ssential of Criminal Justice(Belmont: Wadsworth, 2007), him 19.

43 | bid.

44 Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatarmjak Setiap Orang untuk Menikmati StandarPencapaian
Tertinggi Kesehatan Fisik dan JiwpA/65/255, 6 Agustus 2010.

% Transfom Dr ug Pol i c yAftefthesWadom Driuigsn, Bd uepr i nt for .Re2gul ati ond,
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secara berbedabeda oleh puluhan negara untuk menggantikan kebijakan perang terhadap narkotika yang
terbukti tidak efektif dalam memerangi narkotika. ¢

Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 ini berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103
UU Narkotika, yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pencandu narkotika untuk menjalani
rehabilitasi. Qurat edaran ini juga memberikan prasyarat yang lebih terperinci tentang kriteria kasus dimana
hakim dapat menerapkan Pasal 103.Sayangnya, Pasal 103 dalam UU Narkotika tidaklah bisa digunakan
sebagai pasal putusan. Sifat dari pasal ini hanyalah sebatas arahan bagi hakim untuk memberikan putusan
dalam kasus narkotika. Adapun pasal yang seringkali menjadi gerbang memutuskan rehabilitasi adalah Pasal
127 UU Narkotika.

Sifat himbauan dalam Pasal 103 sam halnya dengan sifat himbauan dalam fungsi kedudukan SEMA. Sudah
dibahas dalam subbab sebelumnya bahwa dalam kedudukannya SEMA lebih bersifat sebagai arahan atau
petunjuk dibandingkan aturan yang mengikat. Dengan demikian, kalau diterjemahkan secara harafah fungsi
SEMA No 4 Tahun 2010 adalah menghimbau para hakim untuk memiliki sikaptertentu yang diatur di pasal
103 dalam memutuskan perkara rehabilitasi. Ketidaktegasanposisi dan substansi SEMA membuat signifikansi
SEMAdalam kebijakan dekriminalisasi penggunaan narkotika menjadi hampir tidak ada.

Pada umumnya, kebijakan dekriminalisasi di banyak negara menghapuskan secara penuh hukuman pidana
kepada pengguna narkotika dan menggantikannya dengan sanksi administratif sajef’. Hal ini tidak dilakukan
melalui mekanisme SEMA dan UU Narkotika, sebab unsur kriminalisasinya masih ada. Pengguna narkotika
sudah terlebih dahulu ditangkap, ditahan, dan menjalani proses hukum sebelum akhirnya bisa divonis
rehabilitasi.

Padahal fungsi dari kebijakan dekriminalisasi achlah memperlakukan pengguna narkotika secara manusiawi
dan membendung pengaruh buruk dari stigma dan diskriminasi .*® Cara pengalihan hukuman penjara menjadi
rehabilitasi melalui SEMA tidak memiliki fungsi-fungsi ini karena pengguna narkotika sudah terlanjur
ditangkap, diinterogasi, ditahan, dituntut, dan dipersandingkan dengan tersangka-tersangka lain sebelum
akhirnya mendapatkan (kalau beruntung) hukuman rehabilitasi. Kalau asumsi penyiksaan yang didapatkan
oleh pengguna narkotika selama ada di dalam tahanan*® memang benar, maka nasib kesehatan dan
perlindungan HAM pengguna narkotika makin tidak jelas. Dapatlah dikatakan bahwa kalaupun ada upaya
dekriminalisasi oleh SEMA itu, pelaksanaannya sudah terlalu terlambat.

Salah satu persoalan lain yang menarik untuk dikaji, meskipun dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk
mengetahuinya, adalah masalah efektivias rehabilitasi paksa dari putusan rehabilitasi.Vonis rehabiitasi bisa
dikategorikan sebagai rehabilitasi paksa apabila terdakwa sebenarnya tidak mengimginkan untuk
direhabilitasi. Selain itu, model tempat rehabilitasi narkotika Indonesia menggunakan konsep yang sama
dengan beberapa model rehabilitasi di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, dan
Kamboja, yaitu konsep paksaan untlk masuk rehabilitasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tempat
tempat rehabilitasi di ketiga negara ini tidak memulihkan adiksi orang yang ketergantungan terhadap

46 Ari Rosmarin dan Niamh Eastwood,A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Plicies in Practice Across the Glohe
(New York: Release, 2012).

47 Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatarjak Setiap Orang untuk Menikmati Standar Pencapaian
Tertinggi Kesehatan Fisik dan JiwpA/65/255, 6 Agustus 2010.

48 Artur Domoslawski, Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use(New York: Open Society
Foundations, 2011), him 22.

49 Untuk laporan tentang penyiksaan bagi pengguna narkotika di tahanan, lihat Davis, S. L., & Triwahyuono, A. (2009)
dan Gunawan, R.get. All. (2012)
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narkotika melainkan memperparah kondisi kesehatannya dengan dilakukannya kekerasan dan kga paksa>
Ketertutupan membuat perlakuan-perlakuan tidak manusiawi di dalam pusat rehabilitasi paksa menjadi tidak
terdeteksi.

Faktor lain yang mungkin menghambat efektivitas rehabiltiasi yang diputus oleh pengadilan adalah jangka

waktu program rehabilitasi. Lamanya program rehabilitasi yang dianjurkan di SEMA adalah 1 tahun 1 bulan.
Angka ini sesuai dengan rata tengah dari lama rehabilitasi yang didapatkan oleh penelitian ini, yaitu 12,8
bulan. Meskipun ada kesesuaian, tidak boleh dilupakan bahwaangka yang ditunjukkan adalah rata tengah

dari lama rehabilitasi sehingga secara riilnya lama rehabilitasi ini sangat bervariasi antara Gsampai 28 bulan.
Selain itu, semua putusan rehabilitasi yang dikumpulkan menjelaskan bahwa lama putusan rehabilitasi

dikurang oleh lama tahanan yang telah terpidana jalani di kepolisian atau rutan. Dengan demikian, bisa saja
lama program rehabilitasi yang diembankan oleh terpidana menjadi lebih atau kurang dari lama rehabilitasi

yang dianjurkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah upaya dekriminalisasi yang dilakukan oleh hakim
telah sesuai dengan kepentingan terpidana untuk pulih dari ketergantungannya.

Tidak diterangkan pula dalam kerangka hukum dekriminalisasi Indonesia adatidaknya mekanisme untuk
keluar tempat rehabilit asilebih cepat atau lebih lama dari putusan yang sudah dikeluarkan. Karena rehabilitasi
dijadikan suatu hukuman yang berkekuatan hukum tetap, bisa diprediksikan bahwa tim dokter dan perawat

tidak bisa seenaknya menentukan apakah orang itu sudah bisa kelua dari tempat rehabilitasi atau belum.

Kondisi kesehatan dan kondisi ketergantungan setiap pengguna narkotika yang berbeda-beda menjadi

halangan bagi berlakunya putusan hukum yang rigid.

Rosmarin dan Eastwood menyebutkan ada tujuh variabel yang harus dipetimbangkan untuk membuat suatu
kebijakan dekriminalisasi berjalan efektif. Variabelvariabel itu adalah ambang batas kepemilikan, tipe
hukuman administratif, peran dari lembaga kehakiman dan kepolisian, peran tenaga medis profesional dan
program harm-reduction, catatan dan pengukuran kapasitas, tantangan implementasi, dan karakteristik
sosio-kultur-ekonomi.** Bisa dilihat bahwa penyusunan SEMA No. 4 Tahun 2010 sudah mempertimbangkan
beberapa variabel di atas.

Ambang batas yang ada di dalam SEMA adalah ambag batas pertama dan satu-satunya yang dimiliki oleh

Indonesia dalam hal kebijakan narkotika.>> Meskipun ambang batas tidak bisa serta-merta mengklasifikasikan
seseorang termasuk pengguna atau pengedar narkotika, paling tidak ini menjadi salah satu cara yaig sudah

diakui oleh dunia. Di beberapa negara ambang batas yang diterapkan terlalu kecil, sehingga tidak berdampak
pada banyak orang, contohnya Meksiko yang menerapkan ambang batas untuk kepemilikan kokain sebesar
0,5 gram.> Hal ini tidak terjadi dalam ambang batas di Indonesia, karena terbukti ada 522 putusan yang bisa
ditemukan. Dinilai dari kepeloporan dan batas cakupannya, tim peneliti menilai bahwa kebijakan ambang

batas dalam SEMA ini patut diapresiasi Akan tetapi, ambang batas ini harus terus disempurnakan mengingat

perilaku pemakaian narkotika setiap pengguna berbeda.

Sayangnya,syarat-syarat lain dalam SEMAsemakin menghambat proses dekriminalisasi di Indonesia. Dalam
ketentuan huruf (a), bahwa setiap orang harus terlebih dahulu tertangkap tangan, tidak dijelaskan tertangkap

50 Selengkapnya lihat Amon, Pearshouse, Cohen, & Schleifer (2013) dan Fu, Bazazi, Altice, Mohamed, & Kamarulzaman
(2012).

51 Ari Rosmarin dan Niamh Eastwood,Op.Cit., him. 10-11.

52 Di Indonesia tercatat beberapa upaya dekriminalisasi lain, seperti mekanisme Tim Asesmen Terpadu dan IPWL. Tetapi
yang dibahas di dalam penelitian ini hanyalah upaya dekriminalisasi dari institusi kehakiman, karena peneliti memandang
bahwa inilah upaya terakhir dari dekriminalisasi pengguna narkotika.

53 Ari Rosmarin dan Niamh Eastwood,Op.Cit., him. 10.
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tangan dalam tindak pidana jenis apa antara membeli, menjual, memiliki, atau menggunakan narkotike*. Dari
data yang terhimpun ada 440 orang yang terbukti tertangkap tangan sesuai dengan kriteria yang sudah

dijelaskan di bagian metodologi. Tetapi hanya sedikit orang yang tertangkap tangan menggunakan narkotika

untuk dirinya sendiri (Pasal 127), jauh lebih banyak yang terbukti tertangkap tangan sedang memiliki (Pasal
111 atau 112) atau terlibat jual-beli (Pasal 114). Berikut adall data lengkapnya:

Sementara pasal yang memungkinkan untuk memutus rehabilitasi hanya Pasal 127, sangat sulit bagi aparat
penegak hukum untuk menangkap tangan seseorang yang sedang menggunakan narkotika. Sebanyak 247
orang terbukti tertangkap tangan memil iki jumlah narkotika yang sesuai gramatur dan sebanyak 51 terbukti
tertangkap tangan sedang melakukan transaksi narkotika. Kalaupun sudah terbukti bahwa orang tersebut
tertangkap tangan karena menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri hanya 39 dari 137 orang yang bisa
mendapatkan rehabilitasi.

Aktivitas menggunakan narkotika untuk diri sendiri memiliki implikasi bahwa sebelumnya orang itu harus
membeli dan memiliki narkotika. Di UU Narkotika Indonesia kepemilikan (Pasal 111 & Pasal 112) dan
keterlibatan dalam transaksi jualbeli narkotika (Pasal 114) tidak bisa dikenai vonis rehabilitasi (Pasal 127).
Kelemahan UU Narkotika yang tidak mengatur secara jelas tindak pidana narkotika berdasarkan subjek
subjeknya sehingga menyebabkan beberapa pasal berlaku tummng-tindin® rupanya juga tidak bisa
ditangani oleh SEMA No 4 Tahun 2010 sebagai kerangka kebijakan dekriminalisasi pengguna narkotika di
Indonesia. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan di Uruguay, misalnya, di mana kepemilikan narkotika
selama masih dipandang cukup beralasan untuk dipakai sendiri, tidak akan terkena hukuman kriminal
ataupun administratif. >

Poin kritik yang sama juga relevan untuk dikemukakan terhadap syarat kelima vonis rehabilitasi yang diatur
di SEMA bahwa terdakwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika menurut UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika. Padahal, penggunaan narkotika untuk diri sendiri sudah masuk ke dalam Paal 127 UU
Narkotika yang termasuk tindak pidana narkotika. Kalaupun Pasal 127 dikecualikan, pengguna narkotika
harus menempuh jalan membeli dan memiliki sebelum memakai narkotika yang juga adalah tindak pidana.

Jika syarat kelima ini diterjemahkan secaraharafiah, kerangka hukum dekriminalisasi melalui SEMA telah
membuat persyaratan yang mustahil dipenuhi.

Dari data yang dikumpulkan juga terlihat sedikit sekali pengguna narkotika yang bisa mendapatkan surat dari
dokter jiwa atau psikiater. Hanya 29 orang dari 522 orang yang bisa mendapatkan keterangan jiwa. Hal ini
ditengarai oleh tidak banyaknya hakim atau penegak hukum lain yang tidak bersedia menunjuk dokter jiwa
atau psikiater sebagai saksi ahli. Selain itu, jumlah ahli kesehatan jiwa di Indonesia jug terbatas. Pada tahun
2014, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanyti Yusuf mengatakan bahwa jumlah psikiater di Indonesia

5 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tertangkap tangan
sedang melakukan tindak pidana, atau dengan seyera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya
ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pid ana itu yang menunjukkan bahwa

ia adalah pelakunya atau turut mel akukan atau membantu |
tertangkap tangan menjadi lebih luas lagi, karena juga mencangkup orang-orang yang turut melakukan atau membantu,

dalam kaitannya dengan penelitian ini, tindak pidana narkotika.

55 Analisis tentang ketumpangtindihan pasal-pasal di Undang-Undang Narkotika bisa dilihat di Fransiska (2012).

56 Ari Rosmarin dan Niamh Eastwood,Op.Cit., him. 33.
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hanya ada sekitar 800 orang>’ Pada akhirnya, syarat surat dari dokter jiwa ini mempersulit pengguna
narkotika mendapatkan rehabilitasi.

Lagipula, SEMA tidak menerangkan apa hasil yang diharapkan dari keterangan dokter jiwa atau psikiater. Di
kebanyakan putusan yang dianalisis, tampak bahwa hakim mengharapkan adanya rekomendasi dari dokter
agar terdakwa mengikuti pengobatan atau mend apatkan rehabilitasi. Kemungkinan orang-orang yang bisa
mendapatkan surat rekomendasi ini adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu mengikuti pengobatan
atau rehabilitasi di tempat-tempat rehabilitasi. Terhadap mantan pasien atau pasien, tempat rehabiltasi
cenderung mudah mengeluarkan surat rekomendasi ini. Tetapi bagi orang-orang yang belum pernah dirawat
sebelumnya, tentu harus mengikuti serangkaian prosedur terlebih dahulu, termasuk meminta penangguhan
terhadap penahanannya agar bisa diperiksa secaa memadai dan membayar biasa asesmen kesehatan ke
tempat rehabilitasi yang bersangkutan.

Mekanisme penilaian yang sangat kompleks dan rumit ini sebenarnya bisa disederhanakan dengan tidak
hanya mengandalkan surat yang terlanjur sulit dikeluarkan ketika sudah masuk ruang sidang. Akan lebih baik
apabila kebijakan dekriminalisasi mengambil jalur yang lebih sederhana dan tidak memakan banyak waktu
seperti Portugal. Ketika seorang polisi menghentikan pengguna narkotika yang memiliki narkotika di bawah
ambang batas pengguna narkotika, polisi itu hanya akan memintai informasi daripadanya, seperti informasi
darimana mereka mendapat narkotika itu, sesudah itu mereka akan dilepaskan>® Kalau mereka dihentikan
lagi, mereka baru akan bertemu dengan Komite Pencegahan Dissuasion Committeg. Komite yang terdiri dari
pekerja sosial, ahli kesehatan, dan profesional legal inilah yang akan mendiskusikan hukuman apa yang
pantas untuk orang itu. Hukumannya administratif dan bermacam-macam seperti pencabutan sementara
Surat Izin Mengemudi dan pelayanan sosial. Hanya kepada orangorang yang memiliki narkotika di atas
ambang batas, polisi akan melanjutkan kriminalisasinya>® Implikasi lain dari kebijakan Komite Pencegahan
Portugal ini adalah menyeratakan posisi ahli kesehatan dan aHi hukum lainnya, berbeda dengan posisi ahli
kesehatan di Indonesia yang sebatas memberikan rekomendasi dan berharap, lagiagi, pada kebijaksanaan
penegak hukum.

Dapat dikatakan bahwa meskipun kebijakan ambang batas narkotika melalui SEMA sudattukup menampung

banyak kasus kepemilikan narkotika di bawah ambang batas (552 kasus), hanya sedikit yang bisa
mendapatkan dekriminalisasi yang diagung-agungkan oleh negara itu®® (43 orang). Institusi kehakiman

sebagai penyelamatterakhir para pengguna narkotika agar tidak masuk ke penjara, terbukti gagal berperan

banyak dalam upaya dekriminalisasi ini.

Salah satu penyebab masalah tidak terlaksananya dekriminalisasi juga mungkin karena tidak adanya
pendataan yang baik tentang kapasitas Indonesia untuk melakukan dekiminalisasi. Di tahun 2014, Analis
Peran Serta Masyarakat Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN AKBP Maria Sorlur, menyatakan bahwa pusat
rehabilitasi hanya mampu menampung 18.000%* Kapasitas pasien rehabilitasi ini sama sekali tidak sebanding

57 o0Juml ah Psi kiatera dMasi H ndoKiersang, 6 tri bunnews.
http://sumsel.tribunnews.com/2014/09/17/jumlah _-psikiater-di-indonesia-masih-kurang.

8 Artur Domoslawski, Op.Cit., him. 23.

59 Ari Rosmarin dan Niamh Eastwood,Op.Cit, him. 28.

80 Tahun 2014 didaulat oleh BNN sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika yang dikatakan akan dicapai melalui
dekriminalisasi dan depenalisasi. LihatFi d dy A n g BNNiKedepanmkan Kébjakan Dekriminalisasi 6 ok ez one.
diakses darihttp://news.okezone.com/read/2014/05/12/337/983770/bnn -kedepankan-kebijakan-dekriminalisasi.

61 Kapasitas Tempat Rehab Narkoba Masih Kurang,” inilah.com, diakses dari

http://nasional.inilah.com/read/detail/2145558/kapasitas -tempat-rehab-narkoba-masih-kurang
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dengan pengguna narkotika menurut BNN pada tahun 2011, yakni 3,7 sampai 4,7 juta penduduk Indonesia®
Akan tetapi angka pengguna narkotika ini dituding oleh beberapa pihak sebagai angka yang bermasalah,
karena didapat melalui metodologi yang tidak benar. © Kesimpang-siuran data mengenai masalah pengguna
narkotika ini bisa berbahaya sebab kebijakan apapun, termasuk kebijakan dekriminalisasi,harus dibuat
berdasarkan bukti (policy based on evidenci

Pada bahasan di atas telah dikemukakan beberapa permasalahan terkait SEMAan implementasinya. Sesuai
dengan analisis yang telah diberikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2010
dan UU Narkotika. No 35 Tahun 2009 adalah kerangka dekriminalisasi yang raguragu, terlambat dikeluarkan,
dan setengah-setengah. Maksud pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 untuk
membantu menyediakan treatment bagi pengguna narkotika melalui hakim dan penyidik, nyatanya masih
jauh panggang dari api.

2 BNN, 0 Ri ngkasan Eksekutif Survei Nasi onal Per kembangan P
(Kerugian Sosial dan.lkonomi)édé, 20211, hlm

83Cl audi a Sltrod ccreessciua, wses faulty stats onéodhegomrverss atdi ¢n
dari http://theconversation.com/indonesia -uses-faulty-stats-on-drug-crisis-to-justify-death-penalty-36512.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis mengenaimplementasi SEMA No. 4 Tahun 2010, maka dapat dirumuskan kesimpulan

dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Berdasarkanputusan yang sesuai dengan kriteria SEMA 4/2010 diperoleh kesimpulan yaitu:

a. semakinsuatu kasusmemenuhi kriteria yang terdapat dalam SEMA No.4 Tahun 2010, semakin besar
kemungkinan kasus tersebut mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu sebesar 71,4%. Namun, masih
terdapat 28,6% kasus yang memenuhi kriteria SEMA 4/2010 namun tidak mendapatkan putusan
rehabilitasi.

b. Kemungkinan untuk mendapatkan vonis rehabilitasi, terlepas dari ada atau tidaknya pengacaramasih
cukup besar yaitu 69,576. Namun, ketika terdakwa didampingi pengacara, maka peluang untuk
mendapatkan putusan rehabilitasi naik menjadi 80%.

c. Keberadaan ahli terlihat signifikan dalam mempengaruhi hakim memberikan putusan rehabilitasi
Namun demikian, tentunya kehadiran ahli tidak secara langsung menjamin akan mendapat putusan
rehabilitasi karena jumlah yang kurang representative dan ada banyak faktor lain yang berperan.

2. SEMA 4/2010 sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat administrasi negara
sehingga pada dasarnya SEMA 4/2010 mengikat kepada seluruh hakim. Namun, keputusan untuk
memberikan vonis rehabilitasi kepada terdakwa tetap bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam
melihat perkara tindak pidana.

3. Melihat data putusan secara keseluruhan, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hakim
dalam memberikan putusan rehabilitasi adalah surat keterangan medis, surat keterangan kejiwaan dari
dokter jiwa/psikiater dan ke beradaan ahli. Untuk alat bukti surat keterangan medis dari total 44 kasus
narkotika yang terdapat surat keterangan medis, sebanyak 63,64% terdakwa mendapatkan putusan
rehabilitasi dari hakim. Untuk surat keterangan kejiwaan, walaupun hanya 29 kasus yangmemiliki hasil
asesmen dari dokter jiwa/psikiater atau sebesar 5,56% persentase kasus yang mendapatkan putusan
rehabilitasi yaitu sebesar 68,97%Dan untuk keberadaan ahli, sama seperti putusan yang sesuai dengan
kriteria SEMA 4/2010, seluruh kasus yang nendatangkan ahli mendapat putusan rehabilitasi.

4. Dari analisis 522 putusan juga terlihat bahwa faktor-faktor seperti Pasal 127 untuk pasal yang diputus,
jenis narkotika, tes urine dan penasihat hukum tidak terlihat signifikan mempengaruhi hakim dalam
memutus rehabilitasi.

a. Kriteria SEMA No. 4 Tahun 2010 sendiri bermasalah. Hanyasesmen medis dari dokter jiwa/psikiater
yang bisa diusahakan untuk dihadirkan oleh terdakwa di persidangan sedangkan kriteria lainnya tidak
bisa dikontrol yaitu tertangkap tangan dan tes urine yang berada dalam kewenangan polisi. Ambang
batas jumlah maksimum narkotika juga memiliki permasalahan tersendiri karena dasar dari penentuan
ambang batas yang tidak jelas, mungkin saja seorang pengguna narkotika membutuhkan dosis
narkotika yang melebihi ambang batas tersebut. Walaupun demikian, SEMA 4/2010 patut diapresiasi
karena merupakan satusatunya peraturan yang menetapkan ambang batas jumlah maksimal
pemakaian narkotika. Kriteria dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 harus direvisi agar lebih bisa
mengakomodir kebutuhan pengguna narkotika.

b. Keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan UU Narkotika. No 35 Tahun 2009 adalah kerangka
dekriminalisasi yang ragu-ragu, terlambat dikeluarkan, dan setengah-setengah. Maksud pembuatan
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4Tahun 2010 untuk membantu menyediakan treatment bagi
pengguna narkotika melalui hakim dan penyidik, nyatanya masih jauh panggang dari api. Karena
peran hakim yang cukup sentral, penting untuk melihat persoalan penggunaan narkotika sebagai
persoalan keselatan dan sosial, bukan tindakan kriminal.
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